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LAMPIRAN 1 

BIODATA 

Identitas Diri 

Nama    : Ardiansah 

Tempat, Tanggal Lahir : Pulau Balo-Baloang, 06 Agustus 1996 

Jenis Kelamin   : Laki-Laki 

Alamat Rumah  : Pulau Balo-Baloang, Kabupaten Pangkep 

Telepon Rumah / HP  : 082396362919 

Alamat Email   : ardiansahfm@gmail.com 

 

Riwayat Pendidikan 

1. Pendidikan Formal 

a. SD Negeri 2/20 Pulau Balo-Baloang    (2003-2009) 

b. SMP Negeri 2 Satap Liukang Tangaya    (2009-2012) 

c. SMA Negeri 1 Pangkajene     (2012-2015) 

d. S1 Universitas Hasanuddin         (2015-Sekarang) 

2. Pendididkan Non Formal/Training/Seminar 

a. Pelatihan Basic Character Study Skill 

Universitas Hasanuddin      (2015) 

b. Tarbiyah             (2015-Sekarang) 

c. Pelatihan Dasar Kepemimpinan Tingkat 1 

Ikatan Mahasiswa Akuntansi Universitas Hasanuddin  (2016) 

 

Pengalaman Organisasi 

1. Bendahara Umum Keluarga Mahasiswa Masjid Darul ‘Ilmi Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2017-2018) 

2. Anggota Biro Pendidikan Al-Qur’an LDK Mahasiswa Pecinta Mushollah, 

Unuversitas Hasanuddin (2017-2018) 

3. Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Masjid Darul ‘ilmi  Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Hasanuddin (2018-2019) 

4. Keluarga Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Akuntansi Universitas hasanuddin 

(2015-sekarang) 
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Lampiran 2 
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

“ANALISIS PENERAPAN PERMENDAGRI 20 TAHUN 2018  
TENTANG PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)  

DI DESA BALO-BALOANG KECAMATAN LIUKANG TANGAYA  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN” 

 
A. PERENCANAAN 

1. Apa saja isi/muatan dalam APBDesa ? 

2. Bagaimana proses penyusunan APBDes ? 

3. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan perencanaan APBDesa ?  

4. Kapan musyawarah penetapan APBDesa dilaksanakan ? 

5. Apakah pernah terjadi perubahan APBDesa ? Jika iya, Apa yang 

menyebabkan terjadinya perubahan tersebut ? 

 

B. PELAKSANAAN 

1. Apakah semua transaksi penerimaan dan pengeluaran desa melalui 

rekening kas desa ? 

2. Berapa jumlah uang tunai yang dapat disimpan oleh kaur keuangan ? 

3. Apakah Kaur dan Kasi pelaksana anggaran menyusun dokumen 

pelaksanaan anggaran (DPA) ? 

4. Bagaimana menurut anda mengenai semua pendapatan dan belanja harus 

disertai dengan bukti yang lengkap dan sah ? 

5. Apakah setiap pembelanjaan yang membebani anggaran dikenakan pajak? 

 

C. PENATAUSAHAAN 

1. Siapa pihak yang terlibat dalam penatausahaan APBDesa ? 

2. Apa saja dokumen yang dibuat dalam melakukan penatausahaan 

keuangan ? 
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3. Apakah buku kas umum ditutup setiap akhir bulan ? 

4. Apakah kaur keuangan melakukan pertanggungjawaban uang kepada 

kepala desa setiap bulan ? 

 

D. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

1. Kapan laporan pelaksanaan APBDesa dilakukan ? 

2. Kapan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa disampaikan ? 

3. Apakah laporan realisasi disampaikan kepada masyarakat ? 
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Lampiran 3 

MANUSKRIP WAWANCARA 

ANALISIS PENERAPAN PERMENDAGRI 20 TAHUN 2018 TENTANG 
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA BALO-BALOANG 

KECAMATAN LIUKANG TANGAYA KABUPATEN PANGKAJENE DAN 
KEPULAUAN 

 

Lokasi Penelitian : Desa Balo-Baloang 

Waktu Pelaksanaan : 14 Februari 2022 s.d. 18 Februari 2022 

Narasumber  : - Pak Bohari, S.Pd  (Kepala Desa) 

      - Pak Jarre   (Sekretaris Desa) 

      - Ibu Muspidasari  (Kaur Keuangan) 

      - Ibu Iliati   (Kaur Perencanaan) 

      - Pak Supriadi  (BPD) 

      - Pak Mahmuddin  (Warga) 

 

Tahap Perencanaan 

Peneliti : “apa isi dari APBDesa ?” 

Ibu Muspidasari   : “kalau isi dari APBDesa itu sudah ditentukan di permendagri 

20 tahun 2018 yaitu, ada pendapatan desa, belanja Desa, 

dan pembiayaan desa. nanti isinya itu dibagi lagi dalam 

beberapa bidang. Kalau pendapatan terdiri dari pendapatan 

asli desa, transfer dan pendapatan lain-lain. Sedangkan 

belanja desa terdiri atas bidang penyelenggaraan 

pemerintah, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang 

pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan, dan 

bidang keadaan darurat dan mendesak. Sedangkan pada 

pembiayaan terbagi dua yaitu penerimaan pembiayaan dan 

pengeluaran pembiayaan”. 

Peneliti : “Apa saja muatan dari APBDesa ?”. 

Pak Jarre           : “APBDesa itu terbagi tiga bagian. Pendapatan desa, belanja 

desa dan pembiayaan desa”. 

Peneliti           :“Bagaimana proses atau tahapan yang dilakukan untuk 

menyusun APBDesa ?” 
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Pak Jarre           :“jadi itu sebelum kita susun rancangan APBDes, terlebih 

dahulu kita adakan musyawarah desa untuk menghimpun 

beberapa aspirasi serta masukan-masukan dari masyarakat. 

Tujuannya diadakan ini musyawarah desa agar masyarakat 

dan tokoh-tokoh masyarakat mengetahui apa saja 

pembangunan yang akan dilakukan. Sebelumdiadakan 

musyawarah desa di ibu kota desa terlebih dahulu kita suruh 

masing-masing kepala dusun yang wilayahnya jauh dari ibu 

kota desa melakukan musyawarah internal diwilayahnya 

yang disebut musyawarah dusun. Karena kan Desa Balo-

baloang itu punya 5 dusun yang letaknya sangat jauh dari 

ibu kota desa. jadi pada saat musyawarah desa penyusunan 

rancangan APBDesa, setiap kepala dusun sudah membawa 

aspirasi masyarakatnya”. 

Peneliti :“Apa keterlibatan bapak selaku BPD dalam proses 

penyusunan APBDesa ?”. 

Pak Supriady :“setiap tahun kita laksanakan kegiatan musyawarah desa dan 

musyawarah perencanaan pembangunan desa, karena itu 

sudah menjadi kegiatan rutin yang harus ada. Jadi pertama 

itu kita adakan dulu musyawarah desa untuk serapki semua 

masukannya masyarakat, biasanya itu dilaksanakan pada 

bulan tujuh atau depan. Setelah itu adalagi musyawarah 

yang namanya musyawarah perencanaan pembangunan 

desa, itu untuk tetapkan program-program prioritas yang 

mau dimasukkan dalam rancangan APBDesa”. 

Peneliti :“Siapa saja pihak yang hadir pada saat musyawarah desa?”. 

Pak Bohari :“Dalam perencanaan alokasi dana desa kami melaksanakan 

musyawarah bersama elemen-elemen masyarakat yang ada 

di Desa, kita hadirkan tokoh masyarakat, LPM, 

karangtaruna, PKK, dan BPD”. 

Peneliti : “Siapa yang menyusun APBDesa?”. 

Ibu Iliati : “kalau penyusunan APBDesa kepala desa membentuk tim 

yang terdiri dari beberapa perangkat desa, lembaga 

kemasyarakatan dan pak sekdes koordinator tim. Jadi 
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misalnya mauki lakukan kegiatan pembangunan jalan paving 

blok di Dusun Sumanga atau Pelokang, maka beberapa 

anggota tim penyusun bersama kepala dusun selaku PTK 

turun kelapangan melakukan pengukuran panjang dan lebar 

jalan yang mau dibangun. Nanti setelah diketahui ukurannya, 

kita minta bantuan kepada konsultan atau pendamping 

tenaga ahli untuk dibuatkan RAB nya”. 

Peneliti : “Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan APBDesa ?” 

Pak Jarre : “terkait dengan penyusunan APBDesa, ada tim khusus yang 

dibentuk oleh kepala desa. tim yang sudah dibentuk itu nanti 

yang akan susun anggaran. Kalau tim penyusun sudah 

selesai menyusun rancangan APBDesa, saya selaku 

koordinator tim penyusun anggaran akan buatkan rancangan 

peraturan desa tentang APBDesa. Jadi setelah kubuat itu 

rancangan peraturan desanya kuserahkanmikepak desa”. 

Peneliti : “kapan musyawarah penetapan APBDesa dilakukan ?”. 

Pak Jarre : “harusnya kita lakukan musyawarah penetapan Rancangan 

APBDesa itu dibulan oktober, tapi kemarin kita laksanakan 

musyawarah penetapan di bulan Desember. Agak 

terlambatki lakukan penetapan karena waktu saya susun 

rancangannya adaka dipangkep dan terlambatka keluar 

kepulau laksanakan musyawarah penetapan. Kalau 

mengacuki pada aturan sebenarnya melanggar maki dari sisi 

waktu pelaksanaan”. 

Peneliti : “Bulan berapa kita adakan penetapan APBDesa ?” 

Pak Bohari : “Rancangan APBDesa sudah kita sepakati bersama BPD di 

bulan Desember. Kondisinya kita memang berbeda dengan 

Desa-desa yang ada didaratan dek. Kita selalu mengalami 

keterlambatan dalam pelaksanaan di Desa termasukmi 

jadwal musyawarah penetapan. Sama halnya dengan 

penyampaian hasil penetapan Rancangan APBDesa ke Pak 

Bupati terlambat juga kita sampaikan. Karena kita dari pulau 

kembali kedaratan dipangkep masih harus menunggu kapal 
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transportasi dan jadwal kapal tidak menentu dn tergantung 

cuaca juga dek”. 

Peneliti : “Bu, Apakah pernahki lakukan perubahan di APBDesa ?”. 

Ibu Muspidasari :“mengenai perubahan anggaran itu memang menjadi rutinitas 

setiap tahunnya, karena itu juga arahan dari DPMD untuk 

lakukan perubahan.  

Peneliti : “Kenapa bisa terjadi perubahan anggaran ?” 

Ibu Muspidasari :“perubahan anggaran biasanya terjadi karena adanya 

penambahan dana maupun pengurangan dana dari 

kabupaten, biasanya juga ada kegiatan-kegiatan dari 

kabupaten yang harus dilaksanakan di Desa dan biayanya 

itu melalui dana desa. perubahan anggaran juga biasanya 

terjadi karena kesalahan penginputan pada saat penyusunan 

APBDesa. Biasa juga harga barang mengalami kenaikan 

sehingga harus disesuaikan kembali diperubahan anggaran”. 

Peneliti : “kapan biasanya dilakukan perubahan anggaran ?”. 

Pak Jarre :“Selalu itu terjadi yang namanya perubahan APBDesa. 

Pokoknya tiap-tiap akhir tahun pasti kita adakan lagi 

anggaran perubahan. intinya perubahan apbdesa itu setiap 

tahun dilakukan, biasanya bulan September atau oktober”. 

 

Tahap Pelaksanaan 

Peneliti : “Apakah desa sudah punya rekening kas sendiri ?”. 

Ibu Muspidasari : “iye, kita punya rekening kas desa tersendiri. Jadi 

persyaratannya waktu bikinki rekening kas desa itu Sk 

kepala desa, SK bendahara, foto kepala desa dan 

bendahara, npwp desa sama tanda tangan kepala desa dan 

bendahara. Jadi selama ini periodenya pak bohari sebagai 

kepala desa sudah ada tigami BNI untuk tahun 2017-2019, 

Sulselbar 2020-2021 dan tahun 2022 pindah lagi ke BRI”. 

Peneliti : “berapa jumlah uang tunai yang dapat disimpan oleh kaur 

keuangan ?”. 

Ibu Muspidasari : “tahun tahun sebelumnya itu wilayah kepulauan dikasih 

kebijakan pegang uang tunai batasnya sampai 50 juta, 
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cuman dua tahun terakhir ini disama ratakan dengan desa 

daratan 10 juta. Jadi sekarang hanya 10 juta yang bisa 

dipegang oleh bendahara. 

Peneliti : “siapa yang menentukan besaran jumlah uang tunai yang 

dapat dipegang oleh bendahara ?”. 

Pak Jarre : “kabupaten sudah menentukan terkait jumlah uang tunai 

yang dapat disimpan oleh bedahara. Kita 

dipangkepditetapkan setiap desa hanya bisa menyimpan 

uang tunai sebesar 10 juta”. 

Peneliti : “Siapa yang menyusun dokumen pelaksanaan anggaran 

(DPA) ?”. 

Ibu Muspidasari : “sebenarnya itu yang susun DPA adalah pelaksana kegiatan, 

cuman kan itu tim penyusun anggaran sudah susun RAB 

rinci terus dijadikan APBDes manual yang sudah ditetapkan, 

jadi bendahara itu cuman menginput APBDesa manual ke 

siskeudes. Nah disiskeudes itu setelah menginput APBDes 

langsung tersusun juga itu DPA. Makanya bahasanya 

bendaharaji juga yang kerja itu DPA”.  

Peneliti : “Bagaimana keterlibatan kaur dan kasi dalam pelaksanaan 

anggaran ?”. 

Pak Jarre : “kalau itu penyusunan DPA harusnya memang kaur dan kasi 

yang buatki sebagai pelaksana kegiatan dimasing-masing 

bidang anggaran. Cuman selama ini kita disini tidak pernah 

itu kaur atau kasi yang buat DPA nya. Karena kalau itu 

bendahara sudah naimputmi itu APBDesa yang sudah 

ditetapkan masuk di siskeudes langsungmi juga na imput 

DPA nya disitu. Jadi penginputan DPA nya berdasarkan 

APBDesa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kalau kaur 

dan kasi itu hanya dipulau tinggal, jadi kalau adami kegiatan 

yang mau dilaksanakan dipulau missal ada pembangunan 

dikerjakan mereka yang awasi pekerjaannya. Sedangkan 

kalau untuk lakukan proses pencairan dana dan 

pembelanjaan barang hanya pak desa dan bendahara  yang 

terlibat”. 
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Peneliti : “Bagaimana proses pencairan anggaran untuk membiayai 

kegiatan ?”. 

Ibu Muspidasari : “kan alur sebenarnya itu, pelaksana kegiatan membuat surat 

permintaan pembayaran kemudian sekdes melakukan 

verifikasi, dari sekdes ke kepala desa melakukan 

persetujuan kemudian barulah bisa ke bendahara. 

Bendahara mencairkan direkening desa, begitu alur 

sebenarnya. Tapi kita kekurangan sdm dipulau, karena 

wilayahta juga jauh makanya yang berfungsi dipencairan 

dana itu cuman bendahara dan kepala desa. kalau kaur dan 

kasi itu tidak terlibat secara langsung dipengelolaan alokasi 

dana desa. makanya itu penyusunan dpa, pengajuan spp 

bukan kaur dan kasi pelaksana yang buat. Karena kita sudah 

gunakan aplikasi siskeudes sehingga mudahmi karena DPA 

dan SPP ada semuami di aplikasi itu. jadi sebenarnya, kalau 

sudah adami apbdes yang ditetapkan itumi yang diinput 

masuk disiskeudes nanti dengan sendirinya akan terinci 

mulai dari dpa, spp, sampai laporan pertanggungjawaban 

semua suda terinci disiskeudes. Makanya terkait berkas 

berkas itu bendaharaji yang ambil alih semua. jadi misalnya 

ada kegiatan mau dikerjakan tinggal saya print out spp nya 

dari siskeudes”. 

Peneliti : “Apakah setiap transaksi pengeluaran atau penerimaan 

disertai bukti-bukti transaksi ?” 

Ibu Muspidasari : “bukti pembayaranta kalau sudahki beli barang ini, pastinya 

kwitansi dari kita desa kemudian berita acara pembayaran, 

berita acara serah terima barang sama nota yang penting 

dari toko”. 

Peneliti : “Bagaimana menurutta terkait bukti-bukti transaksi yang sah 

?” 

Kak Jarre : “tentunya setiap ada transaksi pengeluaran atau pemasukan 

harus dibarengi dengan bukti transaksi, jadi setiap kali ada 

pembelanjaan atau pembelian barang pasti ada kwitansi dari 

bendahara hasil print out dari siskeudes, itu sudah 
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ditandatangani sama bendahara terus untuk ditandatangani 

pihak toko juga. Nanti kita juga minta nota sama pihak toko 

yang sudah distempel sebagai bukti bahwa sudahki belanja 

disitu”. 

Peneliti : “Apakah setiap pembelanjaan desa dikenakan pajak ?”. 

Ibu Muspidasari : “iya, setiap pembelanjaan yang kena PPn dan PPh dipotong 

pajaknya, pembelanjaan diatas dua juta itu sudah dikenakan 

PPh 3 persen untuk penyedia barang yang tidak memiliki 

npwp, tapi kalau toko yang ada npwp nya hanya 1,5 persen. 

Sedangkan PPn itu sebesar 10 persen. Terus bendahara 

yang pegang dan bendahara yang bayarkan di kantor 

perpajakan”. 

 

Penatausahaan 

Peneliti : “Siapa yang melakukan penatausahaan keuangan desa ?”. 

Ibu Muspidasari : “kalau penatausahaan itu sendiri saya yang mengerjakan, 

karena memang tugasnya kaur keuangan yang sebagai 

pelaksana bendahara desa”. 

Peneliti : “Siapa yang menentukan jabatan bendahara desa ?”. 

Pak Jarre : “kalau perangkat desa itu SK dari kepala desa, jadi yang 

menentukan jabatan diperangkat desa adalah kepala desa 

termasuk jabatan sebagai bendahara. Sekarang yang 

menjabat sebagai kaur keuangan itu ibu Pida. Jadi setiap 

penatausahaan keuangan dilakukan oleh ibu muspidasari 

selaku kaur keuangan yang juga sebagai pelaksana 

bendahara desa” 

Peneliti : “Terkait penatausahaan keuangan desa, dokumen apa saja 

yang dibuat oleh kaur keuangan ?”. 

Ibu Muspidasari : “kalau dokumen penatausahaan ada beberapa yang saya 

buat, sehingga semua transaksi pengeluaran atau 

penerimaan saya catat terus saya tutup tiap akhir bulannya. 

Jadi yang saya buat itu ada buku kas umum, buku kas tunai, 

buku pembantu bank, buku pembantu pajak. Buku pembantu 

bank itu fungsinya mencatat pemasukan dan pengeluaran 
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yang di bank, kalau pembantu pajak mencatat penerimaan 

pajak di desa. tahun tahun dulu itu dibikin manual buku 

pembantunya tapi sekarang sudah siskeudes jadi semuanya 

langsung tercatat di siskeudes”. 

Peneliti : “Apakah BKU yang dibuat ditutup tiap akhir bulan ?”. 

Ibu Muspidasari : “buku kas umum itu kalau berdasarkan peraturan haruski 

melakukan penutupan setiap akhir bulan. Makanya saya 

selalu lakukan penutupan BKU setiap akhir bulan juga. 

Sedangkan kalau spj nya saya saya laporkan ke sekdes 

setiap minggu pertama dibulan berikutnya. 

Peneliti : “Apakah bendahara melaporkan BKU ke sekretaris desa ?”. 

Pak Jarre : “biasanya bendahara sampaikan laporannya ke saya setiap 

awal awal pekan tidak nalewati tanggal 10. Nanti lpj yang 

naserahkan ke saya bakalan ku verifikasi dulu kebenarannya 

baru kuserahkanmi ke pakde untuk disetuji. 

 

Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Peneliti : “Apakah kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan 

APBDesa ?”. 

Pak Bohari : “laporan realisasi selalu kita sampaikan masuk ke kabupaten 

dek. Kalau laporannya saya serahkan saja kebendahara 

sama sekdes untuk uruski, jadi yang selalu bawa masuk 

laporan realisasi semester itu selalu bendahara saja yang 

langsung kebagian pengelola anggaran dikabupaten untuk 

laporkan”. 

Peneliti : “berapa kali penyampaian laporan pelaksanaan APBDesa ?” 

Ibu Muspidasari : “kalau laporan pelaksanaan itu dua kali pelaporan. Semester 

pertama dan semester kedua. Semester pertama itu 

dilaporkan bulan enam. Semester kedua diakhir tahun. Jadi 

laporan realisasinya itu dilaporkan kebagian anggaran 

pengelola langsung dikabupaten.  

Peneliti : “kapan penyampaian laopran pertanggungjawaban realisasi 

APBDesa disampaikan ? 
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Pak Jarre : “sebenarnya kalau untuk laporan realisasi APBDesa 

kepengelola anggaran tidak pernah lewat dari bulan tiga. 

Bendahara selalu melaporkan realisasi APBDesa akhir tahun 

tepat waktu. Tapi untuk kelangkapan spj nya yang 

diserahkan ke pihak inspektorat untuk pemeriksaan selalu 

terlambat untuk rangkuumkan. Seperti tahun kemarin spj 

akhir tahun diserahkan ke insspektorat itu bulan juni.  

Peneliti : “apakah ada perdes yang diterbitkan oleh desa terkait 

laporan realisasi ?”. 

Pak Jarre : “laporan realisasi APBDesa ditetapkan dengan peraturan 

desa. jadi setiap akhir tahun itu saya buatkan perdes tentang 

laporan realisasi  APBDesa. 

Peneliti : “apa kendala yang ditemui dalam pembuatan laporan 

pertanggungjawaban realisasi APBDesa ?”. 

Ibu Muspidasari : “kendalanya didesa kami iyu TPK tidak aktif dalam 

menjalankan tugasnya sebagai pelaksana APBDesa. 

Dimana tugas tugasnya itu saya sendiri yang gantikan 

bahkan pembuatan DPA dan pengajuan SPP saja saya yang 

kerjakan sendiri melalui penginputan di siskeudes dan 

kendala yang kedua juga persoalan jaringan karena 

pengurusan pengurusan kita kan didaratan, makanya susah 

juga komunikasi sama TPK yang ada dipulau. Jadi itu 

kembali lagi SDM ta kurang karena kan yang berfungsi itu 

cuman tigaji, bendahara, sekdes dan kepala desa jadi biasa 

agak lambatki. Dan untuk laporan pertanggungjawaban kan 

semuanya ada di siskeudes sedangkan yang paling paham 

soal pengoperasian siskeudes cuman saya. Itumi selalu 

terlambatki lengkapi semua dokumen spj karena agak 

kewalahanka”. 

Peneliti : “Apakah laporan realisasi disampaikan kepada Masyarakat 

?”. 

Pak Bohari : “kita tetap berikan informasi kepada masyarakat terkait 

realisasi penggunaan alokasi dana desamelalui media 

informasi balihoyang kita pasang didepan kantor desa. 
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sehingga masyarakat dapat melihat dan mengetahui 

penggunaan anggaran alokasi dana desa itu. kita tetap 

laksanakan prinsip transparansi penggunaan alokasi dana 

desa”. 

Peneliti : “apa bentuk keterbukaan informasi yang disampaikan oleh 

pemerintah desa terkait pelaksanaan Alokasi Dana Desa ?” 

Bapak Mahmuddin : “oiye ndi’ engkama tawwe napasang pak desa sapnduk 

loppo ri olona kantoroe. Engkamaneng koro tattang 

anggarangede. Jadi tiap tahun dek itu napasang pak desa 

spanduknya”. 

Peneliti : “Apakah kepala desa menyampaikan laporan realisasi 

kepada BPD ?”  

Bapak Supriady : “kalau penyampaian informasi ke warga setempat terkait 

laporan realisasi penggunaan APBDesa ada baliho besar 

yang dipasang oleh pak desa didepan kantor desa tiap 

tahun. Cuman kalau sesuai aturan. Kepala desa juga harus 

sampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah 

desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun 

anggaran. Tapi sudah akhir tahun jabatanmi ini baru dua kali 

pak desa sampaikan laporan LKPPD nya  ke BPD.selama 

menjabat dari tahun 2017 sampai tahun 2022 mi sekarang, 

laporan LKPPD nya itu cuman tahun 2018 dan 2019 yang 

sudah pak desa serahkan ke kami di BPD”. 

  



88 

 
 

Lampiran 4 

Dokumen APBDes Desa Balo-Baloang 
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Lampiran 5 

Contoh BKU Desa Balo-Baloang 
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Lampiran 6 

Contoh Dokumen pertanggungjawaban belanja 

1. RAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kwitansi 
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3. Nota Pesanan 
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4. Nota Toko 
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5. Berita Acara Pembayaran 
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6. Berita Acara Pmeriksaan Barang 
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7. Berita Acara serah terima barang 

 

 

 


